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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad 

yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah 

penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta 

perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan 

tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda 

sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya 

dengan huruf latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

Alif Tidak 

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

Ba B Be 

Ta T Te 

Ṡa ṡ es (dengan titik di 

atas) 

Jim J Je 
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Ḥa ḥ ha (dengan titik di 

bawah) 

Kha Kh ka dan ha 

Dal D De 

Żal Ż Zet (dengan titik di 

atas) 

Ra R er 

Zai Z zet 

Sin S es 

Syin Sy es dan ye 

Ṣad ṣ es (dengan titik di 

bawah) 

Ḍad ḍ de (dengan titik di 

bawah) 

Ṭa ṭ te (dengan titik di 

bawah) 

Ẓa ẓ zet (dengan titik di 

bawah) 

`ain ` koma terbalik (di 

atas) 

Gain G ge 

Fa F ef 

Qaf Q ki 

Kaf K ka 

Lam L el 

Mim M em 

Nun N en 
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Wau W we 

ھ Ha H ha 

Hamzah ‘ apostrof 

Ya Y ye 

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

Fathah A a 

Kasrah I i 

Dammah U u 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

Fathah dan ya Ai a dan u 

Fathah dan 

wau 

Au a dan u  
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Contoh: 

- kataba

- fa`ala

- suila

- kaifa

- haula

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

Fathah dan alif 

atau ya 

Ā a dan garis di atas 

Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

Dammah dan wau Ū u dan garis di atas 

Contoh: 

- qāla

- ramā 

- qīla

- yaqūlu
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D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, 

kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua 

kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan 

dengan “h”. 

Contoh: 

-   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

-   al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul 

munawwarah 

-  talhah 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, 

ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

-  nazzala 
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- al-birr 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan 

atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” 

diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang 

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 

dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

-   ar-rajulu 

-  al-qalamu 

-  asy-syamsu 

-  al-jalālu 
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G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena 

dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

- ta’khużu 

- syai’un

- an-nau’u

- inna

 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf 

atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

-   Wa innallāha lahuwa khair ar-

rāziqīn/ 

Wa innallāha lahuwa 

khairurrāziqīn 
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-   Bismillāhi majrehā wa 

mursāhā 

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan 

huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: 

huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan 

permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata 

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

      Contoh: 

-   Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

-   Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-

rahīm 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 

dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau 

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau 

harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

-   Allaāhu gafūrun rahīm 
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- Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru 

jamī`an 

 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu 

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai 

dengan pedoman tajwid. 
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MOTTO 

 

۝٥ يسُْرًا   الْعسُْرِ  مَعَ  فَاِن     

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.” 

(Q.S Al-Insyirah: 5)  
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ABSTRAK 

 

Zega Soneta Yaniks Efendi. 2026. Penjualan Bahan Bakar Minyak 

(BBM) Eceran Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi di 

Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang). Skripsi. Dosen 

Pembimbing: Abdul Hamid, M.A. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penjualan Bahan 

Bakar Minyak (BBM) secara eceran di Kecamatan Ulujami, Kabupaten 

Pemalang, dalam perspektif hukum positif Indonesia dan maqashid 

syari’ah. Praktik ini masih berlangsung di masyarakat karena 

keterbatasan akses terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 

(SPBU), kebutuhan ekonomi, serta kemudahan memperoleh BBM. Hal 

ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan 

realitas sosial. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan 

pendekatan kualitatif dan perspektif normatif-sosiologis. Data diperoleh 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap penjual, 

konsumen, serta pihak terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-

analitis dengan menggunakan teori kepatuhan hukum, kesadaran hukum, 

dan maqashid syari’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik 

penjualan BBM eceran bertentangan dengan hukum positif Indonesia. 

Namun, dalam perspektif maqashid syari’ah, praktik ini dapat dipahami 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya 

dalam menjaga jiwa dan harta. Di sisi lain, terdapat potensi kemudaratan 

berupa risiko keselamatan dan ketidakteraturan distribusi BBM. Oleh 

karena itu, diperlukan kebijakan yang responsif dan adaptif untuk 

mewujudkan kemaslahatan yang berkeadilan dan berkelanjutan. 

 

Kata Kunci: BBM eceran, hukum positif, maqashid syari’ah, 

kemaslahatan. 
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ABSTRACT 

 

Zega Soneta Yaniks Efendi. 2026. Retail Sales of Fuel Oil (BBM) from 

the Perspective of Maqashid al-Shari’ah (A Study in Ulujami District, 

Pemalang Regency). Thesis. Supervisor: Abdul Hamid, M.A. 

This study aims to analyze the practice of retail fuel sales in Ulujami 

District, Pemalang Regency, from the perspective of Indonesian positive 

law and the maqashid sharia (objectives of Islamic law). This practice 

persists in the community due to limited access to public fuel stations 

(SPBU), economic needs, and the ease of obtaining fuel. This indicates 

a gap between legal provisions and social reality. 

This research is an empirical study using a qualitative approach and a 

normative-sociological perspective. Data were obtained through 

observation, interviews, and documentation with sellers, consumers, and 

related parties. The analysis was conducted descriptively and 

analytically using the theories of legal compliance, legal awareness, and 

maqashid sharia. The results indicate that the practice of retail fuel sales 

is contrary to Indonesian positive law. However, from the perspective of 

maqashid sharia, this practice can be understood as an effort to fulfill 

the community's basic needs, particularly in protecting lives and 

property. However, there is potential for harm in the form of safety risks 

and irregular fuel distribution. Therefore, responsive and adaptive 

policies are needed to realize equitable and sustainable welfare. 

 

Keywords: retail fuel sales, positive law, maqashid al-shari’ah, public 

welfare. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan penting 

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Ketersediaan 

BBM tidak hanya berkaitan dengan sektor transportasi, tetapi juga 

berdampak langsung pada roda perekonomian masyarakat di 

berbagai lapisan, mulai dari nelayan, petani, hingga pelaku usaha 

kecil dan menengah.1 Oleh sebab itu, pemerintah memiliki 

kepentingan yang sangat besar dalam mengatur distribusi BBM agar 

dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan 

merata. 

Dalam upaya memastikan distribusi BBM yang tertib dan 

terawasi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bumi menetapkan bahwa kegiatan usaha hilir, termasuk distribusi 

BBM, hanya boleh dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin 

resmi dari pemerintah.2 Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 191 

Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa BBM bersubsidi hanya 

boleh dijual melalui lembaga penyalur resmi seperti Stasiun 

Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).3 Penjualan BBM di luar 

 
1 Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Laporan Tahunan Distribusi 

BBM Bersubsidi, Jakarta, 2022, hlm. 14. 
2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Pasal 23. 
3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, 

Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pasal 1 angka 4. 
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jalur resmi tersebut dinyatakan melanggar hukum dan dapat dikenai 

sanksi pidana maupun administratif.4 

Meskipun peraturan tersebut sudah ada dan diterapkan, 

fenomena penjualan BBM secara eceran justru masih sering terlihat 

di berbagai lokasi, termasuk di Kecamatan Ulujami, Kabupaten 

Pemalang, Jawa Tengah. Berdasarkan observasi awal yang 

dilakukan peneliti, ditemukan banyak pedagang eceran yang 

menjual BBM jenis Pertalite dan Solar dalam botol bekas air mineral 

maupun jerigen yang tersebar di sepanjang jalan raya, pasar 

tradisional, hingga daerah terpencil. Para penjual ini umumnya 

berasal dari lapisan masyarakat dengan ekonomi menengah ke 

bawah yang menjadikan usaha ini sebagai sumber penghasilan.5 

Kondisi geografis Kecamatan Ulujami yang sebagian 

wilayahnya merupakan daerah pesisir dan pedesaan turut menjadi 

faktor yang mendukung maraknya penjualan BBM eceran. Jarak ke 

SPBU relatif jauh, serta keterbatasan transportasi yang dimiliki 

masyarakat, membuat mereka lebih memilih membeli BBM dari 

pedagang eceran meskipun harganya lebih mahal dibandingkan 

dengan harga resmi.6 Di satu sisi, pedagang eceran memberikan 

kemudahan akses bagi masyarakat; namun di sisi lain, kegiatan ini 

 
4 BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas 

Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Jakarta, 2015, 

Pasal 15. 

 
5 Observasi Awal Peneliti di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, 27 April 

2025. 
6 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, Kecamatan Ulujami dalam Angka 

2023, Pemalang: BPS, 2023, hlm. 5. 
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secara hukum tidak memiliki dasar hukum yang sah karena tidak 

memiliki izin penyaluran dari pihak yang berwenang. 

Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam, 

terutama dari perspektif hukum Islam. Salah satu pendekatan yang 

relevan digunakan adalah teori maqashid syariah, yaitu sebuah 

kerangka analisis hukum Islam yang bertujuan untuk menentukan 

apakah suatu praktik dapat dibenarkan atau tidak berdasarkan 

tujuan-tujuan pokok yang ingin dicapai oleh syariat. Dalam kitab Al-

Muwafaqat, Imam al-Syatibi menyatakan bahwa tujuan dari 

penerapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan 

manusia, baik di dunia maupun di akhirat, yang dikelompokkan 

dalam lima unsur pokok (al-kulliyyat al-khams), yaitu pemeliharaan 

agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan 

(hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).7 

Dalam konteks penjualan BBM eceran, pertanyaan mendasar 

yang perlu dijawab adalah: apakah praktik ini dapat dibenarkan dari 

perspektif maqashid syariah? Dari aspek pemeliharaan harta (hifz al-

mal), terdapat dua sisi yang saling berhadapan. Di satu sisi, 

penjualan BBM eceran memberikan manfaat ekonomi yang nyata 

bagi pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya pada usaha 

tersebut, sekaligus memudahkan masyarakat dalam memperoleh 

bahan bakar secara praktis dan efisien. Kondisi ini menunjukkan 

 
7 Siti Nurhayati, “Analisis Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi di 

Tingkat Eceran,” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 

145–160. 
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adanya kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip menghilangkan 

kesulitan (raf‘ al-haraj) dalam hukum Islam.8 

Namun di sisi lain, penjualan BBM eceran yang tidak memiliki 

izin dapat menimbulkan berbagai mudarat yang bertentangan 

dengan maqashid syariah. Dari aspek hifz al-nafs (pemeliharaan 

jiwa), penyimpanan BBM dalam wadah yang tidak sesuai standar 

berisiko menyebabkan kebakaran dan ledakan yang membahayakan 

keselamatan penjual, pembeli, maupun masyarakat di sekitar.9 Dari 

aspek hifz al-mal pula, penjualan BBM eceran tanpa pengawasan 

dapat mengakibatkan praktik manipulasi takaran dan penimbunan 

BBM bersubsidi yang pada akhirnya merugikan kepentingan 

masyarakat luas dan keuangan negara.10 

Teori maqashid syariah mengenal hierarki kemaslahatan yang 

dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu daruriyyat (kebutuhan primer), 

hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan 

tersier).11 Dengan kerangka ini, perlu dilakukan evaluasi terhadap 

keberadaan penjualan BBM: apakah ia memenuhi kebutuhan 

daruriyyat masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh sistem 

distribusi resmi, atau justru menjadi praktik yang menimbulkan 

mafsadah (kerusakan) yang lebih besar daripada manfaatnya? 

 
8 Ummu Khoiriah, “Kebijakan Penjualan BBM Eceran dalam Hukum Positif 

dan Fiqih Siyāsah,” Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum, Vol. 8, No. 

2 (2024), hlm. 112–115 
9 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Data Kejadian Kebakaran 

Akibat Penyimpanan BBM Tidak Standar Tahun 2020-2023, Jakarta, 2023, hlm. 22. 
10 Muhammad Ridwan, “Distribusi BBM dalam Perspektif Maqashid Syariah,” 

Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 85–102. 
11 Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, terj. Khikmawati, Jakarta: 

Amzah, 2009, hlm. 1. 
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Jawaban atas pertanyaan ini tidak dapat dilepaskan dari analisis 

empiris mengenai kondisi nyata masyarakat di Kecamatan Ulujami. 

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan yang 

signifikan antara norma hukum positif yang melarang penjualan 

BBM eceran di luar jalur resmi dengan kondisi sosial dan ekonomi 

yang mendorong masyarakat untuk tetap menjalankan praktik 

tersebut. Selain itu, kajian terhadap praktik ini dari perspektif hukum 

Islam, khususnya melalui pendekatan maqashid syariah yang 

menyoroti apakah penjualan BBM eceran itu sendiri dapat 

dibenarkan atau tidak menurut tujuan-tujuan syariat, masih sangat 

terbatas.  

Oleh karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada perbandingan 

antara hukum positif dan hukum Islam, melainkan menitikberatkan 

pada analisis praktik penjualan BBM eceran berdasarkan perspektif 

maqashid syariah guna menilai tingkat kemaslahatan dan 

kemudaratan yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. 

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan 

guna memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap praktik 

penjualan BBM eceran, khususnya dalam menilai keseimbangan 

antara kemaslahatan dan kemudaratan berdasarkan perspektif 

maqashid syari’ah dalam konteks sosial masyarakat. 

B. Rumusan Masalah 

1. Mengapa banyak anggota masyarakat di Kecamatan Ulujami 

yang menjual BBM secara eceran padahal dilarang oleh 

peraturan perundang-undangan? 

2. Bagaimana praktik penjualan BBM secara eceran di Kecamatan 

Ulujami dalam perspektif hukum Islam? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang 

melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Ulujami tetap 

melakukan praktik penjualan BBM secara eceran meskipun 

dilarang oleh peraturan perundang-undangan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik penjualan BBM 

secara eceran di Kecamatan Ulujami dalam perspektif hukum 

Islam dengan pendekatan maqashid syariah guna menilai 

tingkat kemaslahatan dan kemudaratan yang ditimbulkan. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, 

khususnya dalam memahami penerapan teori maqashid 

syari’ah dalam menilai praktik ekonomi masyarakat yang 

berkembang di tengah realitas sosial. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian 

akademik mengenai analisis hukum Islam yang tidak hanya 

berfokus pada sah atau tidaknya akad, tetapi juga 

mempertimbangkan tujuan hukum, kemaslahatan, serta 

dampak sosial dari suatu aktivitas ekonomi. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tema 

serupa, terutama yang berkaitan dengan praktik ekonomi 

informal masyarakat dan penerapan maqashid syari’ah 

dalam persoalan ekonomi kontemporer. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang 

lebih bijak terkait pengawasan dan penataan penjualan BBM 

eceran, dengan tetap memperhatikan kondisi sosial dan 

kebutuhan ekonomi masyarakat. 

b. Bagi Penjual BBM eceran: Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman mengenai kedudukan praktik 

usaha yang dijalankan dari perspektif hukum Islam, sehingga 

pelaku usaha dapat mempertimbangkan aspek kemaslahatan, 

keamanan, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. 

c. Bagi Pembeli/Konsumen: Penelitian ini diharapkan dapat 

membantu masyarakat memahami dampak sosial, hukum, 

dan keselamatan yang berkaitan dengan praktik penjualan 

BBM eceran, sehingga masyarakat dapat bersikap lebih bijak 

dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. 

d. Bagi Akademisi/Mahasiswa: Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi sumber rujukan dalam memahami penerapan teori 

maqashid syari’ah terhadap fenomena ekonomi yang terjadi 

secara nyata di masyarakat. 

E. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian dengan judul “Penjualan Bahan Bakar Minyak 

(BBM) Eceran dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi di 

Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)” membahas praktik 

penjualan BBM eceran sebagai bagian dari aktivitas ekonomi 

masyarakat yang telah banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. 

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan adanya beragam 
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pendekatan dan sudut pandang dalam menganalisis fenomena 

tersebut, baik dari aspek hukum Islam, kebijakan ekonomi, maupun 

praktik transaksi di lapangan. 

Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan 

penelitian terdahulu, terutama pada pendekatan analisis yang 

digunakan, yaitu pendekatan maqashid syari’ah yang berorientasi 

pada tujuan-tujuan syariat dan kemaslahatan. Selain itu, perbedaan 

juga terletak pada fokus pembahasan serta lokasi penelitian yang 

menitikberatkan pada praktik penjualan BBM eceran di masyarakat 

Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Hal ini menunjukkan 

bahwa praktik penjualan BBM eceran masih menyisakan persoalan 

yang kompleks dan menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya 

dalam kaitannya dengan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan 

keberlangsungan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, berikut 

penulis uraikan persamaan dan perbedaan antara penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu. 

Penelitian pertama yang ditinjau adalah karya Fira Khairunnisa 

(2023), mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, dengan judul 

“Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap 

Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak Secara Eceran di Kota 

Surakarta.” Penelitian tersebut berfokus pada aspek hukum pidana 

terkait pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan menekankan bahwa 

kegiatan distribusi dan penjualan BBM harus memiliki izin resmi 

dari pemerintah. Oleh karena itu, praktik penjualan BBM eceran 

tanpa izin dipandang sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi 

pidana. 



9 
 

 
 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak 

pada objek kajian, yaitu praktik penjualan BBM eceran di 

masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian yang 

digunakan. Penelitian Khairunnisa menitikberatkan pada aspek 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hukum, 

sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan maqashid 

syari’ah untuk menganalisis praktik penjualan BBM eceran 

berdasarkan tujuan-tujuan syariat, khususnya dalam melihat aspek 

kemaslahatan dan kemudaratan yang ditimbulkan. Selain itu, 

perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian 

Khairunnisa dilakukan di wilayah perkotaan, sedangkan penelitian 

ini dilakukan di wilayah pesisir dan pedesaan Kecamatan Ulujami 

Kabupaten Pemalang. Dengan demikian, penelitian ini berupaya 

melengkapi kajian sebelumnya dengan memberikan analisis yang 

lebih menekankan pada dimensi kemaslahatan sosial dalam 

perspektif maqashid syari’ah.12 

Penelitian kedua yang ditinjau adalah karya Osama Agit 

Pamungkas (2024), mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

dengan judul “Analisis Kenaikan Kebijakan Harga Bahan Bakar 

Minyak Tahun 2022 Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah Jasser 

Auda.” Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan pemerintah 

terkait kenaikan harga BBM tahun 2022 dengan menggunakan 

pendekatan maqashid syari’ah kontemporer yang dikembangkan 

oleh Jasser Auda. Pamungkas menelaah kebijakan tersebut dengan 

 
12 Fira Khairunnisa. “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam 

Terhadap Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak Secara Eceran di Kota Surakarta”. 

Skripsi. UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023. 
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melihat dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat, stabilitas 

ekonomi, serta keseimbangan antara kepentingan negara dan 

kesejahteraan publik. Penelitian ini menekankan bahwa kebijakan 

ekonomi negara dapat dinilai melalui pendekatan sistem maqashid 

syari’ah yang mempertimbangkan aspek keadilan sosial, 

perlindungan ekonomi masyarakat, dan keberlanjutan kebijakan 

publik. 

Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan 

maqashid syari’ah sebagai alat analisis dalam menilai fenomena 

yang berkaitan dengan bahan bakar minyak. Adapun perbedaannya 

terletak pada objek dan ruang lingkup kajian. Penelitian Pamungkas 

mengkaji kebijakan pemerintah pada tingkat makro, yaitu kenaikan 

harga BBM secara nasional, sedangkan penelitian ini berfokus pada 

praktik ekonomi masyarakat pada tingkat mikro, yaitu penjualan 

BBM secara eceran di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. 

Selain itu, penelitian Pamungkas menggunakan kerangka maqashid 

syari’ah Jasser Auda dalam menilai kebijakan publik, sedangkan 

penelitian ini menggunakan pendekatan maqashid syari’ah untuk 

menganalisis kemaslahatan dalam praktik ekonomi masyarakat 

secara langsung. 

Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai analisis 

kebijakan bahan bakar minyak dalam perspektif maqashid syari’ah 

pada tingkat makro. Namun demikian, penelitian tersebut belum 

mengkaji secara spesifik praktik ekonomi masyarakat pada tingkat 

mikro, seperti penjualan BBM eceran, serta belum menelaah secara 

langsung keseimbangan antara manfaat dan potensi risiko yang 

muncul dalam praktik tersebut di kehidupan sehari-hari. Dengan 
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demikian, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena lebih 

menitikberatkan pada analisis praktik ekonomi masyarakat secara 

langsung dalam perspektif maqashid syari’ah.13 

Penelitian ketiga adalah karya Dini Indah Lestari (2020), 

mahasiswa IAIN Bengkulu, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran (Studi 

Kasus di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)”. 

Penelitian ini menyoroti permasalahan gharar (ketidakjelasan) 

dalam praktik penjualan BBM eceran. Lestari menemukan bahwa 

unsur gharar dalam penjualan BBM dapat diminimalisir melalui 

kejujuran penjual terkait kualitas BBM serta adanya tanggung jawab 

terhadap produk yang dijual, terutama jika terjadi pencampuran atau 

penurunan kualitas. 

Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu 

praktik penjualan BBM eceran yang dianalisis dalam perspektif 

hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian Lestari lebih 

menitikberatkan pada aspek gharar, kualitas BBM, dan tanggung 

jawab penjual, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan 

maqashid syari’ah untuk menganalisis praktik tersebut berdasarkan 

tujuan-tujuan syariat, tingkat kemaslahatan, serta dampak sosial 

ekonomi bagi masyarakat. 

Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai praktik 

penjualan BBM eceran dari sudut pandang hukum Islam, khususnya 

terkait unsur gharar dalam transaksi. Namun demikian, penelitian 

 
13 Osama Agit Pamungkas. “Analisis Kenaikan Kebijakan Harga Bahan Bakar 

Minyak Tahun 2022 Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah Jasser Auda”. Skripsi. UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024. 
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tersebut belum mengkaji secara komprehensif praktik penjualan 

BBM eceran dalam perspektif maqashid syari’ah, terutama dalam 

melihat keseimbangan antara manfaat dan potensi risiko yang 

ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, 

penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena lebih 

menitikberatkan pada analisis kemaslahatan dalam praktik ekonomi 

masyarakat secara menyeluruh.14 

Penelitian keempat adalah karya Aldhi Pradana (2023), 

mahasiswa IAIN Metro, dengan judul “Takaran Tabung Manual 

Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Pertamini Menurut Hukum Islam 

(Studi Kasus di Pertamini Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan).” 

Penelitian ini berfokus pada keakuratan takaran BBM yang dijual 

melalui alat pertamini dengan meninjau kesesuaiannya terhadap 

prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi jual beli. Pradana 

menyoroti adanya potensi ketidaktepatan takaran yang dapat 

merugikan konsumen serta bertentangan dengan prinsip kejujuran 

dan keadilan dalam muamalah. Penelitian ini menekankan 

pentingnya transparansi dan ketepatan takaran sebagai bentuk 

perlindungan hak konsumen dalam perspektif hukum Islam. 

Persamaan penelitian ini terletak pada kajian praktik penjualan 

BBM yang dianalisis dari sudut pandang hukum Islam. Adapun 

perbedaannya, penelitian Pradana lebih menitikberatkan pada aspek 

normatif transaksi jual beli, khususnya terkait keabsahan dan 

keadilan takaran dalam praktik pertamini. Sementara itu, penelitian 

 
14 Dini Indah Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar 

Minyak Premium Eceran (Studi Kasus di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten 

Kaur)”. Skripsi. IAIN Bengkulu 2020. 
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ini menggunakan pendekatan maqashid syari’ah untuk menganalisis 

praktik penjualan BBM eceran secara lebih komprehensif, tidak 

hanya pada aspek teknis transaksi, tetapi juga pada tujuan syariat, 

tingkat kemaslahatan, serta dampak sosial ekonomi masyarakat. 

Selain itu, objek penelitian Pradana terbatas pada penggunaan alat 

pertamini, sedangkan penelitian ini mencakup berbagai bentuk 

praktik penjualan BBM eceran di masyarakat Kecamatan Ulujami 

Kabupaten Pemalang. 

Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai praktik 

penjualan BBM dalam aspek keakuratan takaran dan keadilan 

transaksi. Namun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji 

secara komprehensif praktik penjualan BBM eceran dalam 

perspektif maqashid syari’ah, khususnya dalam melihat 

keseimbangan antara manfaat dan potensi risiko yang ditimbulkan 

dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini 

memiliki fokus yang berbeda karena lebih menitikberatkan pada 

analisis kemaslahatan dalam praktik ekonomi masyarakat secara 

menyeluruh.15 

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu tersebut, 

dapat diketahui bahwa kajian mengenai praktik penjualan BBM 

eceran telah dilakukan dengan berbagai pendekatan dan fokus 

pembahasan. Sebagian penelitian menitikberatkan pada aspek 

pertanggungjawaban pidana, kebijakan pemerintah, maupun aspek 

normatif dalam hukum Islam, seperti keabsahan transaksi, prinsip 

 
15 Aldhi Pradana, “Takaran Tabung Manual Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 

Pertamini Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pertamini Desa Sidodadi Kecamatan 

Pekalongan)”. Skripsi. IAIN Metro 2023. 



14 
 

 
 

keadilan, dan unsur gharar. Selain itu, terdapat pula penelitian yang 

menggunakan pendekatan maqashid syari’ah, namun cenderung 

difokuskan pada analisis kebijakan publik dalam skala makro. 

Meskipun demikian, masih terdapat ruang kajian yang belum 

banyak disentuh, khususnya dalam menganalisis praktik penjualan 

BBM eceran pada tingkat masyarakat dengan mengintegrasikan 

antara aspek kepatuhan hukum pelaku usaha dan kebutuhan riil 

masyarakat. Penelitian sebelumnya belum secara komprehensif 

mengkaji keterkaitan antara realitas sosial, tingkat kepatuhan 

hukum, serta analisis kemaslahatan dalam perspektif maqashid 

syari’ah. 

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) 

dengan mengkaji praktik penjualan BBM eceran tidak hanya dari 

aspek kepatuhan hukum, tetapi juga dengan menggunakan 

pendekatan maqashid syari’ah secara komprehensif untuk 

menganalisis keseimbangan antara kemaslahatan dan kemudaratan 

dalam konteks sosial masyarakat. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam 

yang bersifat kontekstual, serta memperkuat pemahaman mengenai 

relevansi maqashid syari’ah dalam praktik ekonomi masyarakat 

pada tingkat lokal, khususnya di Kecamatan Ulujami Kabupaten 

Pemalang. 
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F. KERANGKA TEORI 

1. Teori Kepatuhan Hukum 

 Teori kepatuhan hukum digunakan untuk menjelaskan 

tingkat ketaatan pelaku usaha BBM eceran terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan hukum tidak 

hanya dimaknai sebagai ketaatan formal terhadap aturan, tetapi 

juga mencakup aspek kesadaran hukum yang dipengaruhi oleh 

berbagai faktor sosial. 

 Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum 

dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, 

struktur hukum, dan budaya hukum.16 Substansi hukum 

berkaitan dengan kejelasan dan keadilan aturan, struktur hukum 

berkaitan dengan aparat penegak hukum, sedangkan budaya 

hukum berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap hukum. 

Dalam konteks penelitian ini, rendahnya kepatuhan 

formal penjual BBM eceran tidak semata-mata disebabkan oleh 

ketidaktaatan, tetapi juga oleh keterbatasan struktural seperti 

kurangnya sosialisasi, rumitnya prosedur perizinan, serta faktor 

ekonomi masyarakat. 

2. Teori Kesadaran Hukum 

Teori kesadaran hukum digunakan untuk menganalisis 

sejauh mana masyarakat mengetahui, memahami, dan 

menghayati hukum yang berlaku sebagai pedoman dalam 

berperilaku. Kesadaran hukum tidak cukup hanya dimaknai 

sebagai pengetahuan tentang adanya suatu aturan, tetapi juga 

 
16 Izzy Al Kautsar dan D.W. Muhammad, “Sistem Hukum Modern Lawrence M. 

Friedman,” Jurnal Sapientia et Virtus, Vol. 7 No. 2 (2022), hlm. 90 
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mencakup sikap dan perilaku nyata masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa kesadaran hukum 

masyarakat tumbuh dari pengalaman sosial dan interaksi sehari-

hari, bukan semata-mata dari sosialisasi formal yang dilakukan 

oleh negara. Hukum yang tidak menyentuh kebutuhan nyata 

masyarakat akan sulit menumbuhkan kesadaran hukum yang 

sesungguhnya, karena masyarakat cenderung mengikuti norma 

yang mereka rasakan sesuai dengan kondisi kehidupan mereka. 

Dengan kata lain, ketaatan terhadap hukum lahir bukan hanya 

dari ancaman sanksi, melainkan dari sejauh mana hukum itu 

dirasakan relevan dan bermakna bagi kehidupan masyarakat.17 

Dalam konteks penelitian ini, Teori Kesadaran Hukum 

digunakan untuk menjelaskan mengapa masyarakat di 

Kecamatan Ulujami tetap menjalankan praktik penjualan BBM 

eceran meskipun dilarang oleh peraturan perundang-undangan. 

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat bukan semata-mata 

karena ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku, melainkan 

karena hukum positif yang ada belum dirasakan menyentuh dan 

menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat secara nyata. 

Dengan demikian, teori ini membantu mengungkap bahwa 

keberlangsungan praktik BBM eceran merupakan cerminan dari 

lemahnya internalisasi hukum dalam kehidupan sosial 

masyarakat setempat. 

 

 
17 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan 

Masalah, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010 
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3. Konsep Maqashid Syari’ah 

Konsep maqashid syari’ah merupakan prinsip 

fundamental dalam hukum Islam yang berorientasi pada 

terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan dalam 

kehidupan manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap 

ketentuan syariat memiliki tujuan untuk menjaga dan 

mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh, baik 

dalam aspek spiritual maupun sosial.18 

Dalam kajian ushul fikih, maqashid syari’ah berkaitan 

erat dengan tujuan dasar hukum Islam yang berorientasi pada 

pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan. Pemikiran ini 

merujuk pada formulasi Abu Hamid al-Ghazali yang 

mengemukakan lima tujuan pokok (al-daruriyyat al-khams), 

yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.19 

Kelima aspek tersebut merupakan kebutuhan esensial yang 

harus dijaga demi terciptanya keteraturan dan keberlangsungan 

kehidupan manusia. 

Selanjutnya, Abu Ishaq al-Shatibi mengembangkan 

konsep maqashid syari’ah dengan mengklasifikasikan 

kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan, yaitu daruriyyat 

(kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan 

tahsiniyyat (kebutuhan tersier). Pembagian ini menunjukkan 

bahwa kebutuhan manusia memiliki tingkat urgensi yang 

 
18 Achmad Lathoiful Alam Syah, dkk., “Maqashid Syari’ah dalam Kebijakan 

Publik: Analisis Implementasi Prinsip Islam dalam Kebijakan Pemerintah di 

Indonesia,” Muta’allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 4, No. 3, 2025, hlm. 228. 
19 Siti Sarah dan Nur Isyanto, “Maqashid al-Syari’ah dalam Kajian Teoritik dan 

Praktek,” Tasyri’: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 1, hlm. 79. 
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berbeda, sehingga penerapan hukum Islam perlu 

mempertimbangkan skala prioritas dalam mewujudkan tujuan 

syariat.20 

Dalam penelitian ini, konsep maqashid syari’ah 

digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai praktik 

penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran di masyarakat. 

Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana praktik 

tersebut berkaitan dengan pemeliharaan unsur-unsur pokok 

kehidupan manusia, khususnya dalam aspek pemeliharaan harta 

dan kelangsungan hidup. Dengan demikian, maqashid syari’ah 

menjadi kerangka yang digunakan untuk memahami praktik 

sosial secara lebih komprehensif dan kontekstual. 

G. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian empiris (field 

research) dengan metode kualitatif, yaitu penelitian yang 

dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh 

data faktual mengenai praktik sosial yang terjadi di 

masyarakat. Penelitian empiris dipilih karena objek kajian 

tidak hanya berkaitan dengan norma hukum secara tekstual, 

tetapi juga menyangkut praktik nyata penjualan BBM eceran 

yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ulujami 

Kabupaten Pemalang. Melalui penelitian lapangan, peneliti 

dapat mengetahui kondisi riil (nyata), latar belakang sosial 

ekonomi pelaku usaha, serta alasan masyarakat tetap 

 
20 Nurwahidah, dkk., “Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah 

Perspektif Imam Al-Syathibi.” MAMEN: Jurnal Manajemen 3.3 (2024): 175-189. 



19 
 

 
 

melakukan praktik penjualan BBM eceran meskipun terdapat 

regulasi hukum positif yang mengaturnya. 

2. Pendekatan Penelitian  

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dengan perspektif normatif-sosiologis. 

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena 

sosial secara mendalam melalui interpretasi terhadap perilaku, 

pandangan, dan pengalaman subjek penelitian. Sementara itu, 

pendekatan normatif-sosiologis bertujuan mengkaji 

kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik 

sosial di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, 

pendekatan tersebut digunakan untuk melihat bagaimana 

praktik penjualan BBM eceran dipahami dalam hukum positif 

Indonesia sekaligus dianalisis melalui perspektif maqashid 

syari’ah sebagai kerangka evaluasi kemaslahatan. 

3. Sumber Data 

  Data Primer Data primer diperoleh langsung dari 

responden di lapangan melalui wawancara dan observasi. 

Responden dalam penelitian ini meliputi penjual BBM eceran, 

pembeli, masyarakat sekitar, aparat penegak hukum, ulama 

atau tokoh agama, dan pejabat pemerintah terkait di 

Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Data sekunder 

diperoleh jurnal, skripsi, artikel sebagai rujukan dalam 

penelitian ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

 Observasi, peneliti melakukan observasi dengan 

mengamati secara langsung praktik jual beli BBM eceran yang 
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terjadi di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Aspek 

yang diamati meliputi mekanisme jual beli, takaran, kualitas 

BBM, harga, dan interaksi antara penjual dan pembeli. 

 Wawancara, proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih 

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-

informasi atau keterangan-keterangan. Teknik ini untuk 

memperoleh data yang berhubungan dengan jual beli bahan 

bakar minyak eceran di Kecamatan Ulujami Kabupaten 

Pemalang yang disajikan populasi penelitian ini.21 

 Dokumentasi, mencari data mengenai hal-hal atau 

variable berupa catatan, transkip, buku, dan dokumen 

lainnya. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh atau 

pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun 

lapangan kepada objek penelitian di lapangan untuk 

mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai 

bahan pembuatan laporan. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif-analitis dengan jenis penelitian 

kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta 

menganalisis praktik penjualan BBM eceran di Kecamatan 

Ulujami Kabupaten Pemalang. Data diperoleh melalui teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian 

diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian serta direduksi 

 
21 Cholid Narbuko, Metodelogi Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara 2003, hlm. 

83. 
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melalui seleksi data yang relevan. Selanjutnya, data disajikan 

dalam bentuk deskripsi sistematis guna memudahkan 

pemahaman. Analisis dilakukan dengan menggunakan 

kerangka teori kepatuhan hukum, kesadaran hukum, serta 

maqashid syari’ah untuk menilai kesesuaian praktik dengan 

hukum positif dan mengkaji aspek kemaslahatan serta 

kemudaratan yang ditimbulkan. Tahap akhir berupa penarikan 

kesimpulan secara induktif berdasarkan temuan empiris di 

lapangan sehingga menghasilkan pemahaman yang 

komprehensif. 

H. SISTEMATIKA PENULISAN 

 BAB I Pendahuluan merupakan pendahuluan yang berisi 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, kerangka teoretik, serta penelitian yang 

relevan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai dasar 

dan arah penelitian yang dilakukan. 

 BAB II Teori dan Konsep membahas kajian teori dan 

konsep yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. 

Dalam bab ini dibahas mengenai konsep hukum terkait 

pengaturan distribusi dan penjualan bahan bakar minyak 

(BBM) di Indonesia, serta konsep maqashid syari’ah yang 

digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis 

kemaslahatan dan kemudaratan dalam praktik sosial ekonomi 

masyarakat. 

BAB III Hasil Penelitian memaparkan data penelitian 

yang diperoleh di lapangan. khususnya mengenai tingkat 

kepatuhan para penjual BBM eceran, kebutuhan masyarakat 
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terhadap keberadaan penjual, serta manfaat yang dirasakan 

oleh masyarakat. Data tersebut disajikan sebagai dasar empiris 

dalam melakukan analisis. 

BAB IV Analisis yang membahas faktor-faktor yang 

menyebabkan maraknya penjualan BBM eceran serta 

menganalisis dampak yang ditimbulkan dalam perspektif 

maqashid syari’ah. Analisis dilakukan dengan melihat 

keseimbangan antara manfaat dan potensi risiko yang muncul 

dalam kehidupan masyarakat. 

BAB V Penutup yaitu berisi kesimpulan dan saran sebagai 

rekomendasi serta bahan pertimbangan penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik 

penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran di Kecamatan Ulujami 

Kabupaten Pemalang dalam perspektif maqashid syariah, maka dapat 

dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik penjualan BBM eceran di Kecamatan Ulujami 

merupakan fenomena ekonomi masyarakat yang muncul akibat 

keterbatasan akses distribusi BBM resmi, kebutuhan mobilitas 

yang tinggi, serta faktor ekonomi masyarakat lokal. Praktik 

tersebut berfungsi sebagai mekanisme adaptasi sosial dalam 

memenuhi kebutuhan energi masyarakat secara cepat dan mudah 

dijangkau. Meskipun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan 

legalitas dalam hukum positif, praktik ini tetap berlangsung 

karena mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta 

memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan ekonomi 

pelaku usaha mikro dan pengguna BBM dalam aktivitas sehari-

hari. 

2. Ditinjau dari perspektif maqashid syari’ah, praktik penjualan 

BBM eceran mengandung dua dimensi sekaligus, yaitu 

kemaslahatan dan maḍarat. Kemaslahatan terlihat pada aspek 

perlindungan harta (hifz al-mal) melalui peningkatan pendapatan 

masyarakat serta kemudahan akses energi, sedangkan potensi 

maḍarat muncul pada aspek perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan 

ketertiban distribusi akibat risiko keselamatan serta lemahnya 
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pengawasan. Berdasarkan analisis dominansi manfaat dan risiko, 

praktik ini dapat dikategorikan sebagai maslahah mursalah yang 

bersifat kontekstual, sehingga keberadaannya memerlukan 

regulasi dan pengawasan yang proporsional agar kemaslahatan 

sosial tetap terjaga tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih 

besar bagi masyarakat. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

dikemukakan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Pemerintah 

Pemerintah diharapkan dapat mengembangkan kebijakan 

yang lebih responsif dan kontekstual terhadap kondisi 

masyarakat, khususnya di wilayah dengan keterbatasan 

akses distribusi BBM. Upaya yang dapat dilakukan antara 

lain melalui penyederhanaan prosedur perizinan bagi pelaku 

usaha kecil, pengembangan skema sub-penyalur resmi, serta 

peningkatan pengawasan yang diimbangi dengan 

pendekatan edukatif dan pembinaan. Dengan demikian, 

regulasi yang diterapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi 

juga solutif dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. 

2. Bagi Pelaku Usaha BBM Eceran 

Pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

hukum dengan berupaya menyesuaikan aktivitas usahanya 

dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penting untuk 

memperhatikan aspek keselamatan dalam penyimpanan dan 

penyaluran BBM guna meminimalisir risiko yang dapat 
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membahayakan diri sendiri maupun masyarakat sekitar. 

Komitmen terhadap prinsip kejujuran dan keadilan dalam 

transaksi juga perlu terus dipertahankan sebagai bagian dari 

etika ekonomi dalam perspektif syariah. 

3. Bagi Masyarakat 

Masyarakat sebagai konsumen diharapkan dapat lebih 

selektif dan bijak dalam memilih sumber pembelian BBM 

dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kualitas, serta 

implikasi hukum yang mungkin timbul. Kesadaran kolektif 

masyarakat menjadi penting dalam menciptakan praktik 

ekonomi yang lebih tertib dan berkelanjutan. 

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penelitian 

ini dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi wilayah 

maupun pendekatan analisis, sehingga dapat memberikan 

kontribusi yang lebih komprehensif dalam kajian hukum 

ekonomi syariah. 
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